BAB IV
ANALISISTERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN
NOM OR 408/PDT .G/ 2006/PA.SMN
TENTANG PENGESAHAN ANAK DI LUAR NIKAH

Terkait masalah keberadaan anak luar nikah yaay tilbahas pada Bab lll
mengenai  kasus perkara No0.408/Pdt.G/2006/PA.Smiartg pengakuan ayah
biologis terhadap anak yang lahir di luar pernikafqang sah, dalam perkara tersebut
pemohon yang bernama Denny Agustiansyah bin Hmgyah, HS, SH mengajukan
permohonan pengakuan anak yang bernama Ramdhaai Adtan Novtiansyah
yang lahir pada tanggal 13 november 2004 terhadapohon yang bernama lka
Octavianie Zair bin Achmad Zair guna pembuatan daklhiran anak tersebut
dengan identitas sebagai pemohon dan termohon bbukawya bernasab pada
termohon saja.

Majelis hakim memutus perkara tersebut berdasapgetimbangan hukum
bahwa pengakuan anak dalam Kompilasi Hukum Isidaktdengan tegas diatur,
namun tersebut dalam Pasal 53 wanita hamil dinikeah dapat dinikahkan dengan
pria yang menghamilinya. Pasal tersebut adalahnselvga bersandar pada Al-
Qur’an Surat An-Nur ayat 3.

Falsafah hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qu8arat An-Nur ayat 3
dan dijadikan landasan pasal 53 Kompilasi Hukunantsitersebut adalah dalam

rangka perlindungan dan keaslahatan anak yang telah terjadi proses
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pembuahannya di luar nikahal tersebut muncullah kaidah hukum: g aSal)
daal )l Aaliadll Artinya: “Hukum itu mengikuti ke-maslahat-an yaadg”.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti telam@nuhi pasal 3 undang-
undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungak jan&asal 49 Undang-undang
nomor 3 tahun 2006 tentang amandemen Undang-undaogior 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama

Oleh karena itu permohonan pemohon yang bernamayD&gustiansyah bin
H. Ibramsyah, HS, SH terhadap anak bernama Ramdleka Azlatan Novtiansyah
adalah diakui sebagai anak syah dari pemohon darmob®n berdasarkan pengakuan

termohon.

A. Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengesahan Anak Di Luar
Nikah Dalam Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman
Dalam pertimbangan hukum perkara No0.408/Pdt.G/ER&EmMn
menyatakan Pasal 53 KHI wanita hamil di luar nikkpat dinikahkan dengan
pria yang menghamilinya. Pasal tersebut bersgrafda Al-Qur'an Surat an-Nur

ayat 3 yang berbunyi:

e RO CXIQEC 4O oo O N*k OO wa I
COXE@NO ARE v OO COe 0, *HRw
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! Wawancara dengan: Ibu Hj. Sri Murtinah, S.H., MHtkim Pengadilan Agaman Sleman),
Hari Kamis, 5 Juli 2011, Pukul: 10.00 Wib, Di LanlaGedung PA Sleman
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Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini laegnkan perempuan yang
berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempw@any berzina
tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berairatau laki-laki
musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas grarang yang
mukmin” (Q.S an-Nur Ayat 3}

Ibnu A’syur berpendapat bahwa ayat ini mendahulys@myebutan lelaki
pezina atas perempuan pezina, karena ayat ini rageajelasan menyangkut
asbabunnuzulhya yaitu mengenai kasus Murtsid Ibn Abu Murtsichgyaering
kali menyelundupkan tawanan tawanan muslim di Mekkaenuju Madinah.
Sebelum sahabat nabi ini memeluk Islam, ia memputeyaan yang bernama
A’nag yang mengajak tidurnya bersama, tetapi ia atednsambil menyatakan
Bahwa Islam mengharamkan perzinaan. Sang wanitaarah dan membongkar
rahasia tugas Murtsid sehingga ia dikejar dengéapéda orang kaum musyrikin.
Tetapi akhirnya ia berhasil menghindar bahkan metagaseorang lagi tawanan
ke Madinah, ia kemudian meminta izin kepada RagulvSUntuk mengawini
bekas teman kencannya itu, Rasul tidak memberigawaampai turunnya ayat
ini, lalu beliau melarang Murtsid mengawinifya

Riwayat lain lagi menyatakan bahwa ayat ini turwrkbitan dengan
sahabat nabi ingin menikahi seorang tuna susilg ysrnama Ummu Mahzul

dan sekelompok kaum muslimin yang di beri gelarash-Shuffahmereka ingin

kawin tetapi tidak memiliki kemampuan sehingga rkareermaksud mengawini

?> Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Fahd Ibn Abdl Alziz Al Sa’ud, Al-Quran dan
TerjemahnyaKementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’'wah Daydd Kerajaan Saudi Arabia.
him 543

¥ M. Quraish ShihabTafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Ai:gn, Jilid VI,
Jakarta: Lentera Hati, 2004 him 8
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wanita-wanita tuna susila Madinah, sekaligus menoipbr kebutuhan pokok
mereka.

Ulama’' bermazhab Hambali dan Zahiri menetapkan baperkawinan
dengan pelaku zina (laki-laki atau perempuan) tiddénggap sah sebelum
adanya pengakuan taubat. Beberapa Ulama’ memahanidaatas dalam arti
galibnya, seorang yang cenderung dan senang bezmggan menikahi orang
yang taat beragama. Demikian juga wanita pezingktaiminati oleh laki-laki
yang taat beragama. Hal itu tentu saja karena mpasasing ingin mencari
pasangan yang sejalan dengan sifat-sifat merekangaassing, sedangkan

perzinaan dengan kesalehan adalah dua hal yaruabdelakang

Firman Allah pada surat tersebut mengenais( 54 e U3 > )

wahurrima dzalika ‘ala’ al-mu’minin yang memiliki arti:*Dan yang demikian

itu diharamkan atas orang-orang mukmimliperselisinkan juga oleh kalangan
para Ulama’. Ada yang berpendapat balashabnuzutnya ayat ini khusus bagi
kasus Murtsid dan A’nag yang merupakan seoranghpgaga termasuk wanita
kafir, sehingga ayat tersebut tidak berlaku bagim@emuslimah. Ada juga yang
mengartikan bahwa katdu pada penutup pada ayat ini menunjukkan pada
perzinaan bukan perkawinan sehingga ayat ini bépmtzinaan diharamkan atas

orang-orang mukmitf”

4 1bid, him 9
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Ada lagi yang memahami kata “diharamkan” bukan malgengertian
hukum, tetapi dalam pengertian keabsahan yaknilateerg” dan dengan
demikian, ayat ini bagaikan berkata itu tidak wajan tidak baik

Salah satu implikasi dari ayat ini adalah perkawigang didahului oleh
kehamilan. Banyak Ulama yang menilainya sah, sahaiabi Ibn Abbas
berpendapat bahwa hubungan kedua jenis kelamin {idag didahului oleh
pernikahan yang sah, lalu dilaksanakan sesudahmyaikphan yang sah
menjadikan hubungan tersebut awalnya haram damngkhhalal. Atau dengan
kata lain perkawinan seorang yang telah berzinggaterseorang wanita dan
kemudian menikahinya dengan sah adalah sepertiakBadeseorang yang
mencuri buah dari kebun seseorang kemudian menidregjan sah kebun tersebut
dengan seluruh buahnya. Apa yang dicurinya (sebglembelian itu adalah
haram, sedang yang dibelinya setelah itu adalati)Ral

Dalam hal boleh atau tidaknya menikahi wanita hateifjadi disparitas
pendapat dikalangan fukaha, di antaranya sebagaiul
1. Ulama’ Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sahkat@nwanita hamil

bila yang menikahinya laki-laki yang menghamilinya.
Ol
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> |bid, him 9
® Wahbah al-Zuhailial-Fighu al-Islamiyyu Wa’adillatuhuDamaskus: Dar el-Fikr, Cet. I,
Jilid IX. him 6648
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Alasannya adalah wanita hamil akibat zina tidakntsuk ke dalam
golongan wanita-wanita yang haram diniKahAkan tetapi, bila yang
menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya, terjpdrbedaan pendapat di
kalangan ulama’ ini.

a. Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa hukwad atenikahi
wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghargdi adalah sah
hanya saja wanita tersebut tidak boleh disetubebelssm melahirkan

kandungannya

Qi uﬁwmsyk}ﬁu,&udﬁjs I ) Jus
UQ) c.,\.o..; j M d\ .,\.J« LtS JCBJ'S\ J% S)LjLS- :;',./:L/{ :}L é)./!.\fj
8 11

B b Y o sl

Bé\
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" Lihat Q.S an-Nisa’ 22,23,24 artinya:” Dan jangankaimu kawini wanita-wanita yang telah
dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yanghtéhmpau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat
keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yalitgmpuh”.

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anaklanu yang perempuan, saudara-
saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakignpgrempuan; saudara-saudara ibumu yang
perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-seudgeng laki-laki; anak-anak perempuan dari
saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yangyus# kamu; saudara perempuan
sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anakma yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang
telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campamgén istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan),
Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan dihaeamkagimu) istri-istri anak kandungmu
(menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan)pdwampuan yang bersaudara, kecuali yang
telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Rita Pengampun lagi Maha Penyayang”.

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yaegsbami, kecuali budak-budak yang
kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sghiaketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan
bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk
berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmatapuri) di antara mereka, berikanlah kepada
mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suagjitken; dan Tiadalah mengapa bagi kamu
terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakasagudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

8 Wahbah al-ZuhailiQp. Cit,6649
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Alasan sahnya seperti yang telah dikemukakan i, atamun

mengapa tidak boleh disetubuhi?, hal ini berdasehiealits Nabi S.A.W.

P

Y G Ul 06 agles G R6 1006 el ot G S
Y Juw_}w J}ur@j “”sui.pwsd wuy\rﬁ
S 5ol 98 135 86l cing O =V pads 2 t iy 34
Artinya: “Dari Rufai' bin stabit al anshari, berkat telah berdiri di
hadapan kita seorang khatib, berkata: adapaun saigiak
berkata kecuali apa yang telah saya dengar dari URdsh
Saw, beliau berkata: di hari hunian, beliau berkatadak halal
bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari irakh

menyiramkan airnya pada tanaman orang lain”. (HR uAb
Dawud)

b. Abu Yusuf dan Zafar berpendapat, hukumnya tidakeahikahi wanita
hamil akibat zina dengan laki-laki lain yang bukarenghamilinya.
Karena, kehamilan itu menyebabkan terlarangnyaepdryahan, maka
terlarang pula akad menikahi wanita hamil tersebfiébagaimana
hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil bukan kareina, tidak sah

pula menikahi wanita hamil akibat zina.

s S0y G g LT e A5 SEY - 5 Gy g s,
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® Abu Dawud Sulaiman bin al-Asyt’ats bin Ish&&nan Abi DawudSemarang: CV asy-
Syifa’ Juz Il. him 113-114
% \Wahbah al-ZuhailiQp. Cit6649
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2. Ulama’ Syafi'iyah berpendapat, hukumnya sah menikanita hamil akibat
zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghlinya maupun yang
bukan menghamiliny&

Alasannya, karena wanita hamil akibat zina tidakngsuk golongan
wanita yang haram dinikahi. Mereka juga berpendafatena akad nikah
yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dahikersebut halal (boleh)

untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.
12 ¢ £ 1- 8 - P //;o PP P P ] (Eff Y

Kemudian dalam persoalan adakatidah bagi wanita hamil karena
zina Imam Hanafi, as-Syafi'i dan mayoritas Ulanmmaazhab Imamiyah
mengatkan: “ Wanita yang berzina tidak wdjdr-‘iddah, sebab sperma laki-
laki yang menzinainya, tidak perlu dihormati”. [@@am demikian seorang

laki-laki boleh melakukan akad dengan wanita yagmmah melakukan zina.

3. Ulama’ Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang iberzbaik atas dasar
suka sama suka maupun karena di perkosa, hamitid#dy ia wajibistibra’.
Bagi wanita merdeka dan tidak hamdtibra’-nya tiga kali haid, sedangkan

bagi amat (bukan wanita merdekagtibra’-nya cukup satu kali haid. Tapi,

' Memed HumaedillatQP. Cit. him. 36

12 Abdurrahman al-Jazirial-Fighu ‘alal Mazahibul ‘Arba’ah (Mesir: al-Maktabah at-
Tijariyah al-Kubra) juz IV. him 523

13 Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab (Ja'tdanafi, Maliki, Syafi'i,
Hambali), Jakarta: Lentera, 2001, him. 474
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bila ia hamil baik merdeka atau amatibra’-nya sampai melahirkan

kandungannya.

ey ilaz @3 (ol Ny B3N "’Jiﬁ “jLL L &5 13)
Dengan demikian, Ulama’ Malikiyah berpendapat balhw&umnya

tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskiyang menikahi itu

laki-laki yang menghamilinya, apalagi bila ia bukgang menghamilinya.

Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaamilh(belumistibra’),

akad nikah itdasid dan wajib difasakh

BT rs 3 36 oaig B G i 5 ) e S S
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Pedapat Ulama’ malikiyah ini di dasarkan pada lsaddabi SAW.
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Artinya: “Dari Rufai' bin stabit al-Anshari, berkata: telaberdiri di hadapan
kita seorang khatib, berkata: adapaun saya tidakkat kecuali
apa yang telah saya dengar dari Rasulullah Sawiabdberkata: di
hari hunian, beliau berkataTidak halal bagi seorang yang

“Wahbah al-ZuhailiOp. Cit,him. 7213
' Ibid, him. 6650
8 Abu Dawud Sulaiman bin al-Asyt'ats bin Ish@p.Cit him 113-114
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beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkannga pada
tanaman orang lain”. (HR Abu Dawud)

. Ulama’ Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tiddiknsenikahi wanita

hamil karena zina, baik laki-laki yang bukan meamwya maupun laki-laki

yang menzinainya (karena dia tahu pasti bahwa wainittelah berbuat zina
dengan dirinya), kecuali wanita tersebut telah merhedua syarat sebagai
berikut:

Pertama, telah habis masddah-nya. Jika ia hamil makaddahnya
sampai ia telah melahirkan kandungannya. Bila akakkh tersebut
dilangsungkan dalam keadaan hamil maka tidak sath mkah tersebut.
(NP SSRR TR SR U R P URP U NS R AR
15 G5 A5 anly Bl 3LBE) o IR0 Ble tlai)

\

Adapun dasar yang digunakan Ulama’ Hanabilah adatathts nabi
yang berbunyi:

%
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Artinya: “Dari abi Sa’id r.a bahwa Nabi saw. Bersda tentang tawanan
wanita Authos. Tidak bercampur dengan wanita yaagiihhingga

" Wahbah al-ZuhailiQp. Cit him. 6650
8 Abu Dawud Sualiaman bin al-Asy’ats bin Ish@lg. Cit Him. 248
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ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil hinggaatay haidnya
sekali”(H.R. Abu Dawud)

Syarat yang kedua, adalah pelaku zina telah bertbdora perbuatan
Zinanya

) o 38 BT ol
Di dalam KHI menerangkan hukumnya sah menikahi taamamil akibat
zina bila yang menikahi itu adalah laki-laki yangemghamilinya. Bila yang
menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya, huky@&nmenjadi tidak sah
karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberikan peluangk itu.
Secara lengkap isi pasal 53 KHI adalah sebagdiuteri
(1) Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapatasivinkan dengan pria yang
menghamilinya
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutigpayat 1 dapat di
langsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiakaya

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saanitaahamil, tidak di
perlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikagdabhir.

Sebagaimana yang tertuang pada pasal 53 ayat 1, iiéfthbatasi
pernikahan wanita hamil hanya dengan pria yang tmendinya, tidak memberi
peluang dengan laki-laki lain yang bukan mengharydli Karena itu, kawin
darurat yang selama ini masih terjadi di Indoneg#u kawin dengan sembarang
laki-laki, yang dilakukan hanya untuk menutupi mgkarena sudah terlanjur
hamil), baik istilahnya kawintéembelan, “pattongkogsi sirig, atau orang sunda

menyebutkan kawin,rfiutupan kawirangy oleh KHI di hukumi tidak saf?

9 Wahbah al-ZuhailiQp. Cit him. 6650
2 Syarifuddin Amir,Meretas Kebekuan ljtihad Isu-Isu Penting Hukum rfsl§ontemporer
Di Indonesia Jakarta: Ciputat Pers, Cet.1, 2002. him 199
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Oleh karena adanya akad nikah wanita hamil maka akdoul pula status
hukum terhadap anak yang dihamilkan sebelum akaia Ulama’ mazhab figh
sependapat dalam hal perkawinan yang sah, bilarsganelahirkan anak, anak

itu bisa dihubungkan nasabnya kepada suaminya.

A o e 1505 A3l 0 St e

Akan tetapi dalam hal menghubungkan nasab anakdkepgahnya,
terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhintdiramya: anak tersebut
dilahirkan setelah berlalunya waktu enam bulan kségjadinya akad nikah
(menurut ulama’ Hanafiyah) atau enam bulan sejaladiya persetubuhan
suami istri (menurut mayoritas Ulama’ mazh&bpila anak lahir kurang dari
enam bulan dari waktu akad atau dari persetubsliami istri anak tersebut
tidak bisa di hubungkan nasabnya kepada suami avgaiig melahirkannya itu,
karena hal ini bisa menjadi petunjuk bahwa kehamtklah terjadi sebelum
terjadinya perkawinan. Kecuali, jika suami mengadkatiwa anak yang dilahirkan
itu hasil persetubuhan setelah berlangsungnya akkdh. Apabila suami
mengakui persetubuhan dilakukan sebelum akad nikska tidak bisa

dinisbatkan nasabnya kepada suaminya.

21 Memed HumaedillatQP. Cit. him. 45



103

e B 3@5 .LZ.?E.?-::;::—Q ijj\ i 8ol AN {'@'.w
PR J S Ve TS|

Dalam hal memperbolehkan pernikahan wanita hamilgde laki-laki
yang menghamilinya sebagaimana yang tercantum pest 53 KHI tersebut di
atas, penulis melakukan otokritik terhadap pasaktait, penulis cenderung tidak
sependapat dengan sahnya akad nikah wanita hakaildihmati, wanita yang
melangsungkan pernikahan pada saat hamil, dapaurdgkan ia telah
melakukan perbuatan zina sebelum akad nfkah.

Padahal perbuatan zina sangat dikecam oleh Allair $}hkan kita
dilarang jangan sekalipun mendekati perbuatan zsebagaimana firman Allah

dalam Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 32 yang berbuny

B OO0 N0 W S BXOEHI00Dr s @0
CO®4 QDo ¢ 8) LX< UL JOE Tea6)
PEXIONIAR €770 A

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesuhgga zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yangikat

Oleh karena itu, untuk mencegah perbuatan amorakelat
diberlakukannya hukumahadd bagi pelaku zina, yakni: pelaku zirghairu
muhson(laki-laki dan perempuan yang berzina tidak dal&atan pernikahan
yang sah oleh siapa pun) diganjar dengan hukumadd yaitu dera 100 kali dan

diasingkan (dipenjarakan) selama satu tahun, s&dangagi pelaku zinemuhson

*2|pid, him. 45
% Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Fahd Ibn Abdl Aziz Al Sa’ud, Al-Quran dan
Terjemahnya, Op.Githim 429
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(laki-laki dan perempuan yang berzina telah meimnilikbungan pernikahan
secara sah dengan orang lain) hukuimadnya adalah di rajam sampai nti.

Seperti halnya firman Allah dalam Al-Qur’an suratidur ayat 2 yakni:

7 SVERSH| 3 QUGPSR A | 200N 00 wa I
SON MO [OuAd B0 R3-§H o a o
B =06 o3y ‘ro-BaN0E @ ROK & & HE
<Ol @0 o RNOB&PBEH HAGRO=DGojees e @
PAAWCAG OV kLo PxENND  ORx
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O xv O GO AR+ €COM W BITOHKE <OXIHAR * Lo +C

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki ydregzina, Maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dangpnlah belas
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (raekgad) agama
Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari séity dan hendaklah
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekamprang-
orang yang berimaf’

W, . @ of- g & M 4 1% 1% @ o W~ o -
Bad 2 s gy o gl A o 0 03 J6 : J6 el 5t e

(b olgy) 3550 5 &L

Artinya: “ Dari ‘Ubadah bin Shomit berkata: Rasulullah SAWerbabda:

ambillah dariku dan terimalah ketentuanku, sesumgga kini Allah

telah menetapkan keputusan bagi mereka (para @gzibagi pezina

yang belum menikah hukumannya dicambuk 100 kali diasingkan

(dipenjarakan) satu tahun. Sedang bagi pezina yeigh menikah,
dicambuk 100 kali dan dirajam sampai m@dR. Muslim)

24 A.Rahman I. DoiHudud dan Kewarisan (Syariah) lialih bahasa Zainuddin dan Rusydi
Sulaiman, cet. Ke 1, Jakarta: PT. Raja Grafindedta, 1996, him. 41

% Al-Qur'an dan Terjemahny®p.Cit, him 543

%6 |mam Muslim,Shahih MuslimBeirut: Daar lhya’ at-Turats al-‘Arabi, t.th, hirh316.
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Kemudian apabila dikaitkan antara pasal 53 KHIintaeg
diperbolehkannya melangsungkan akad nikah wanitailhdengan Undang-
Undang No.1 Tahun 1974 pasal 42 yang berblAgek yang sah adalah Anak
yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yamds Apabila wanita yang
melangsungkan akad nikah ketika hamil kemudian hirlan anak setelah
adanya akad nikah yang dilangsungkan secara sadk #arsebut dapat
dinasabkan kepada suami dari wanita tersebut, mguoelam pasal 53 KHI yang
boleh menikahi wanita hamil haruslah laki-laki yamgnghamilinya, agar laki-
laki tersebut dapat bertanggung jawab atas penongda Kendatipun demikian
anak tersebut notebenenya adalah anak dari hdsiingan di luar pernikahan
yang sah atau hasil dari perbuatan Zindal ini sangat kontradiktif dengan hadits
nabi yang melarang penasaban anak zina kepadamjabisnya.

A AN R P T P
dale | ey EHOl A AR !;’m J”j (NSNS
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2" Imam asy-Syafi'i berpendapat anak perempuan kirsil boleh dinikahi ayahnya, karena
Allah menjadikan pernikahan sebagai nikmat. Sedamghna sebagai bencana. Menurut asy-Syafi'i
anak hasil perbuatan zina tidak layak dianggapgabeturunan (nasab) karena itu hubungan dengan
ayahnya adalah hubungan orang lain.

Imam abu Hanifah berpendapat haram laki-laki mdnikgerempuan buah perzinaannya,
karena benihnya itu berasal dari dirinya Berdasaf@a an-Nisa'ayat 23. laki-laki dilarang menikahi
anak perempuannya. Dalam ayat itu anak disebugaet@nt” yang artinya anak perempuan secara
umum baik anak sah ataupun anak zina. baca: Asagaukuthfie,politik, HAM dan isu-isu teknologi
dan fikih kontemporeBandung: Pustaka Hidayah, 1998, him. 99
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Artinya: “Dari Aisyah dia berkata: bertikai Sa’adit abi Wagas dan Abdullah
bin Za’mah terkait dengan budak Sa’ad berkata: ;‘wiahai Rasulullah
anak saudara saya, Utbah bin Abi Wagas, telahdgirkepada saya
bahwa dia adalah anak saya, lihatlah kemiripannydan Abdullah bin
Zama’' berkata: “ini saudara saya, wahai Rasulullaldia telah
dilahirkan di atas kasur bapak saya dari ibunya’. akh Rasul
melihatnya dari kemiripannya. Kemudian dengan jekasniripannya
dengan Utbah, dan Rasulullah berkata: "dia milikmvahai Abdu, anak
itu dari hasil diatas kasur (pernikahan) dan baging berzina baginya
adalah batu”.

Oleh karena itu, penulis dapat berpendapat bahwsog@lan penasaban
anak kepada ayahnya memiliki fungsi penting, basklgp dimensi kehidupan
sosial (profan) dan dari segbudiyyahkepada Allah SWT. Pada dimensi sosial
(profan) persoalan nasab anak berfungsi untuk ntehgesecara pasti, siapakah
ayah dari anak yang telah dilahirkan seorang wak#eenanya akan timbul hak-
hak anak yang menjadi kewajiban si ayah akibat saren tersebut. Hak anak itu
antara lain adalah mendapatkan nafkah, memperokdh gerwalian, dan
memperoleh hak sebagai ahli waris dari ayah kandgamgHak-hak perlindungan
anak sebagaimana tadi, secara filosofis merupalkdah ssatu dari tujuan

ditegakkannya syari'at Islamm@gasid al-syari’ah termasuk dalam kategori

Hifzh an-Nasf®

8 lmam Muslim,op.cit, him. 1080
2 Muhammad Khalid Mas'udsilsafat Hukum Islam dan Perubahan SosiBérj. Yudian W.
Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995, hal. 225
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Di sisi lain, adanya pelarangan penasaban analkatakierbuatan zina
kepada ayahnya adalah untuk mencegah maraknya gp@nbuaina, sekaligus
memberikan sanksi moral terhadap pelakunya. Jké&ss moral ini diterapkan
eksesnya juga berdampak psikis kepada anak, keludag juga masyarakat
sekitar untuk tidak melakukan perbuatan zina karefkan merusak dan
menghilangkan penisbatan anak kepada ayah biolagigang melakukan zina.

Menerapkan sanksi moral (pelarangan nasab anak kapada ayah
biologisnya) tersebut juga mengandung dimerisidiyyah karena adanya niat
untuk menata kehidupan yang sejalan dengan nikii-agama termasuk dalam
manifestasi penundukkan diri sebagai hamba yangtéshadap perintah dan
menjauhi segala larangan Allah SWPT.

Nah oleh sebab itu, meskipmashAl-qur'an pada surat an-Nisa ayat 22,
23 dan 24 tidak ada pelarangan terhadap nikah hAkah tetapi, penulis menilai
diperbolehkannya pernikahan wanita hamil justruedeksi nilai-nilai moralitas
dalam hal pelarangan zina. Juga secara norpaitentangan dengan hadits nabi
yang melarang penasaban anak dari perbuatan zpadila berkiblat pada
Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang mempelkang anak hasil
hubungan pernikahan dapat dinasabkan dengan aglgibnya jika lahir dalam

ikatan pernikahan yang sah.

% satria Effendi M. ZeinArtikel: Makna, Urgensi Dan Kedudukan Nasab Dalaerdpektif
Hukum Keluarga IslamJurnal Mimbar Hukum, Nomor 42 tahun X, DITBINBARE Islam Dep.
Agama, Jakarta, 1999 him. 8
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Bahayanya, akibat diperbolehkannya melakukan akehrhamil,maind
stream yang terbangun pada publik adalah hamil akibabysan zina yang
merupakan aib seseorang, dapat ditutupi dengan agpat-cepat melakukan
pernikahan, walaupun wanita itu sebenarnya telabadean dua. Kemudian
nantinya, anak dalam kandungannya ketika lahiratddpnasabkan kepada suami
wanita tersebut karena lahir dalam pernikahan gaihg

Sebagaiproblem solvingpermasalahan sah tidaknya akad nikah wanita
hamil, Penulis lebih sependapat dengan Ulama’ Malik dan Hanabillah yang
berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi avamaimil akibat zina,
meskipun yang menikabhi itu laki-laki yang menghamyé, apalagi bila ia bukan
yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangkam dalam keadaan hamil
(belumistibra’), akad nikah itufasid dan wajib difasakh wanita hamil tersebut
boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamadifika wanita tersebut telah
memenuhi dua syarat yaitiertama wanita hamil tersebut telah melahirkan
kandungannyaKedua, laki-laki dan perempuan pelaku zina telah bertatsat
perbuatan zinanya.

Untuk itu kedua pendapat Ulama’ mazhab tersebut prformulasikan
dalam hukum positif, sehingga hukum yang mencaklap milai ideational(yaitu
kebenaran absolut sebagaimana yang diwahyukariraledin Yang Maha Kuasa)
dapat digunakan sebagai instrumen untuk menatallqedn sosial masyarakat

(social engineering Yang dimaksud dalam hal ini adalah larangan igahan
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wanita hamil merupakan upaya hukum yang bersifaventif menolakke-

madharat-andaripada mendahulukan keaslahatan
o s e pie adiss
dan juga mendahulukan kepentingan publik daripaqgektingan pribadi
32454l dmlall e dedde Lelall
Lebih jelasnya, siginadharatyang harus dicegah atau kepentingan publik
yang harus didahulukan adalah terjadinya tren pahain hamil pada masyarakat,
akibat asumsi publik bahwa aib wanita yang hamiudr pernikahan akibat zina
dapat ditutupi dengan melangsungkan pernikahanadak tersebut tetap bisa
mendapatkan nasab kepada suaminya, sebagai buktilnfga dalam akta
kelahiran anak dapat tercantumkan nama ayahnya.si3akemaslahahamya
atau kepentingan pribadinya yang dikesampingkanahdmengurangi beban
psikologis ibu yang harus menanggung malu dan naraanak tersebut
sendirian.
Menurut penulis sisi keaaslahahanbagi sang ibu bisa tercapai dengan
cara menikahkan dengan pasangan zinanya, asatkagaml syarat keduanya
telah bertaubat dan menunggu sampai bayi itu l&irena dari sudut daldqgli

menikahkan pria atau wanita dengan pasangan zirgks/a membawa manfaat

31 Muchlis UsmanKaidah-Kaidah Ushuliah dan Fighiyah: Pedoman Dasatam Istinbath
Hukum IslamJakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 4, hifn 13

32 Asjmuni RahmanQai'dah-Qaidah(Qawai'dul Fighiyal), Cet.1, Jakarta: Bulan Bintang,
1976, him. 30
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yang lebih besar dibanding dengan tidak menikalnkareka. Manfaat tersebut di

antaranya adalah:

1. Dapat memperkecil mereka melakukan perbuatan zemgah orang yang
sama atau dengan orang yang lain lagi.

2. Mendidik rasa tanggung jawab kepada mereka atémigim zinanya karena
itu mereka diikat dengan pernikahan

3. Di antara mereka pelaku perbuatan zina tersebenkaatas dasar suka sama
suka sudah terjalin rasa saling menyukai. Jika kaeridak dinikahkan
terbuka kesempatan besar bagi mereka berdua urgngutangi perbuatan
zina yang telah mereka lakukan.

4. Jika mereka tidak dinikahkan berarti memberi pejudagi mereka untuk
lebih luas gentayangan mencari mangsa, dijadikaargan zina mereka yang

baru.®

B. Analisislstinbat Hukum Hakim Mengenai Pengesahan Anak Di Luar Nikah
Dalam Putusan Nomor 408/Pdt.G/ 2006/Pa.Smn Di Pegadilan Agama Sleman
Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara408iPdt.G/
2006/ PA.Smn menyebutkan bahwa pengakuan anak d&tampilasi Hukum

Islam tidak dengan tegas diatur. Kendatipun demikiakim tidak boleh menolak

3 Muhammad Abduh MalikMenikahkan Pelaku Zina dalamJurnal Mimbar Hukum
Nomor 54 tahun XlI, DITBINBAPERA Islam Dep. Agam#akarta, 2001 him. 95
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untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukagah alasan bahwa tidak
ada atau tidak jelas hukum yang mengaturfiya.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Repufdi@nksia No 07
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tercantum padal B6 ayat (1) yang
berbunyi:"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa demutus suatu
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum Kida@au kurang jelas,
melainkan wajib memeriksa dan memutusriya”

Jika merujuk pada Undang-undang Republik Indongsi@3 Tahun 2006
tentang perubahan atas Undang-undang Republik éstioiNo 07 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, Pada pasal 49 UU No 3riraf06 yang menyatakan
bahwa:“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksanutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antarangrarang yang beragama
Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakadkat, infaq, shdagah,
dan ekonomi syari'ah®, Perkara pengakuan anak di luar nikah termasukdal
kategori pernikahan yang merupakan kewenanganwti®ehgadilan Agama

Selain itu, ketika tidak ada peraturan yang tegasgatur suatu perkara

justru di situlah hakim memililiki independensi dal menggali dan menetapkan

% Wawancara dengan Drs. H. Wahdi Afani, M.S.| (Hal@engadilan Agama Sleman), Di
lantai Il Kantor PA Sleman, Pada Hari Senin, Tah@@aapril 2011, Pukul: 10.00 Wib.

% Tim Penyusun Departemen Agama RI Direktorat Jenid@mbinaan Kelembagaan Agama
Islam,Bahan Penyuluhan Hukyrdakarta: 2000, him 85

% Tim PenyusunBahan Sosialisasi Tentang Eksistensi Dan Kompeferadilan Agama,
Dilaksanakan Oleh Pengadilan Agama Wonosobo Paadgg&h28 Juli 2007, him. 83
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hukum, *’sebagaimana yang tercantum pada pasal 27 ayat dngnuthdang No
14 Tahun 1970 dinyatakan bahwatadkim sebagai penegak hukum dan keadilan
diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahaitai-nilai hukum yang
hidup di masyarakat®®

Adanya ketentuan tersebut membuktikan bahwa tugkisnhtidak hanya
terbatas pada mengadili berdasarkan hukum-hukurg gaa, akan tetapi juga
mencari dan menemukan hukum untuk kemudian ditumgk dalam keputusan
sesuai dengan nilai-nilai hukum yang terdapat paasyarakat®

Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam rapgkbndungan dan

ke-maslahatan anak di luar nikah tersebut sehingga muncbitattah hukum:

Boeor )l Aokl an WS
Yang berarti“Hukum itu mengikuti ke-maslahat-an yang adali, bawah ini
penulis uraikan tentang konsepaslahahdari berbagai lini. Secara etimologi,
mashlahah mempunyai makna yang identik dengan manfaat, kegan,
kenikmatan, kegembiraan, atau segala upaya yaraf deendatangkan hal itfi.

Adapunmashlahaldalam istilah ahli ushul ialah:

3" Wawancara dengan Drs. H. Wahdi Afani, M.S.| (Hal@engadilan Agama Sleman), Di
lantai Il Kantor PA Sleman, Pada Hari Senin, Tah@@aapril 2011, Pukul: 10.00 Wib.

nttp://118.96.243.50/arsip/uploads/arsip/6UUNo14M#OKETENTUAN-KETENTUAN
POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN.pdf

%9 Soerjono Soekant®okok-Pokok Sosiologi Hukudiakarta: Raja Grafindo Persada, 2006,
him 114

4 Abu Yasid, Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam @abaAgama
UniversalYogyakart; LKiS, 2004, him. 76
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Artinya: “Memberikan hukum syara’ kepada suatu lagang tidak terdapat di
dalam nashdan ijma’ atas dasar memelihara ke-madlan yang
terlepas yaitu ke-maslahat-an yang tidak ditegaskéeh syara’ dan
tidak pula ditolak’**

Pada tataran terminologi syari'at, Ulama’ ushuhfigerbeda pendapat
mengenai batasan dan defimsashlahah Tetapi pada dataran substansi mereka
telah sampai pada suatu kesimpulan bamashlahahmerupakan suatu kondisi
dari upaya untuk mendatangkan suatu yang berdampgsikif (manfaat) serta
menghindarkan diri dai suatu yang berdampak ne@ma#tiharaj)

Oleh karena itu, disyari’atkannya ajaran Islamkitin hanyalah untuk
memelihara kemaslahatan di dunia dan akhirdt Sehingga, tidak bisa
dipungkiri kemaslahatan terus menerus akan muncul, berevolusi sesuai denga
terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisiugsianakibat perbedaan
lingkungan.*®

Bukti adanya kemaslahatan dalam syariat Islam dapat diterima
berdasarkan penelitian empiristigra’) terhadapnash-nashAl-Quran maupun

hadits. Sebagai contoh adanya konsepmkslahatan pada nashAl-Qur'an

termaktub dalam Al-Qur’an surat Al-Anbiya: 107, &l S.W.T berfirman:

“l H. A Djazuli dan Nurol AenUshul Figh: Metodologi Hukum Islamlakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2000, him 171

2 Amir Syarifuddin,Ushul Figih Jilid 1I, Jakarta: Kencana Prenada Media Grougt, Ke-V,
2009, h. 220.

43 Moh. Zuhri dan Ahmad Qariliitab llmu Ushul Figh Semarang: Toha Putra, 1994, him
116
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Artinya: “Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkantuk (menjadi) rahmat
bagi semesta alam” (Qs. Al-Anbiya: 167)

Dan firman Allah SWT:
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Artinya: “Hai manusia sesungguhnya telah datangpeslamu pelajaran dari
tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yzergda) dalam
dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-oranggyaeriman” (Qs.
Yunus: 579

Pada konteks kmaslahatan duniawi yang dihubungkan dengaash
nash syara’, para fugaha’ terbagi dalam ketiga golonggaitu: Golongan
pertama, berpegang teguh pada ketentuash golongan ini memahanmash
hanya dari segi lahiriyahnya semata (tekstual) titdak berani memperkirakan
adanyanmaslahahdi balik suatunash Mereka yang dikenal dengan julukan
Zhahiriyyahini tidak mau menerima dalgiyas Karena, itu mereka menyatakan
dengan tegas bahwa tidak adaslahah kecuali yang dengan tegas di sebut oleh

nash dan tidak perlu mencari-cari suaturkaslahatandi luarnash “°

4 Al-Quran dan Terjemahnya, Op.Chim 508
4> Al-Quran dan Terjemahnya, ibighim 315
“6H. A Djazuli dan Nurol AenQp. cit him 174
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Golongan kedua, mencari keaslahatan dari nash yang diketahui
tujuannya dariilllat- nya. Karena, mereka mewgyaskan setiap kasus yang jelas
mengandungmaslahah dengan kasus lain yang terdapat ketentmashnya
dalam maslahah tersebut. Meskipun demikian, mereka tidak sekdli-ka
mengklaim sesuatu kecuali apabila di dukung addoydi dalil khas. Sehingga
tidak terjadi campur aduk antara sesuatu yang demgnaslahah karena
dorongan hawa nafsu, dengaraslahahyang hakiki (yang sebenarnya). Dengan
demikian tidak adamaslahahyang dipandangnu’tabarah (dapat di terima)
kecuali apabila dikuatkan olatlash khasDan pada umumnya, yang dijadikan
ukuran untuk menyatakan suataslahah ialah illat giyas. Imam as-syafi'l dan
al-Ghozaliy termasuk dalam kelompok’thi

Golongan ketiga, setiamaslahahharus di tetapkan oleh syari'at Islam,
baik kemaslahatan itu diketahui secara ekplisit maupun implisit, yasesuai
dengan kerangka kmaslahatan yang di tetapkan oleh syari’at Islam, yaitu
dalam rangka terjaminnya keselamatan jiwa, keyakegama, keturunan, akal,
dan harta benda. Dalam hal ini, tidak harus di dgkaleh sumber dalil yang
khusus sehingga bisa diselmiyas, tapi sebagai dalil yang berdiri sendiri yang
dinamakarmaslahah mursalah atau istislafiang termasuk kelompok ini adalah

Ibnu Qayyim murid dari Ibnu Taymiyydfi.

*"Ibid, him 174
“8 Muhammad Abu Zahral®p. Cit ,him. 426
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Meskipun pada faktanya tidak terlepas dari prodenterhadap
kehujjahankonsepmaslahahsebagai salah satu metadénbath hukum Islam
Perbedaan persepsi tentantpslahah tersebut itu sebenarnya bermula dari
perbedaan intelektualitas antar individu sehinggkakt di temukan hakikat
maslahahyang esensial yang terdapat dalam hukum Islamy tggpengaruh
keadaan yang bersifat temporal, atau di ambil Iser#tan pandangan yang
bersifat lokalistik atau personal.

Sebagai contoh dalam kasus haram-halanya mengathbitga”
(tambahan atas pinjaman). Sebagian menganggap adasfahahmengambil
bunga, dengan anggapan bahwa bunga tidak termasddd&m pengertian umum
tentang riba yang diharamkan berdasarashAl-Qur'an*. Contoh lain, adanya
stigma negatif ditetapkannya saksi hukuman jilier&)l bagi pelaku zina laki-laki
dan perempuan dengan asumsi tidak adan&slahatan sama sekali pada
hukuman jilid. Ada lagi yang menganggap bahwanigslahatan dalam
meminum arakkhami) itu melebihi kemadharatannya.

Oleh karena itu, dalam rangka menghindari pandapgadangan
pemikiran keagamaan yang sempit terhadap ajaramaagarpengaruh oleh
kenyataan relatif dan sekaligus juga menghindanepgan konsemashlahah
akibat diperbudak nafsu duniawial-Ghazali (W. 505 H) memberi barometer

(mi'yar) terhadap manfaat maupuoradharat yang harus dipertimbangkan, yakni

49 Muhammad Abu Zahralyshul Figh,Terj. Saefullah Ma’sum, et. al, Jakarta: PT. Pustak
Firdaus, Cet. ke-Il, 1994, h him. 424
*% |bid, him 424
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keduanya harus dikembalikan pada kehendak ataantigyari'at é&l-maqgashid
al-syariah), pada intinya terangkum dalamal-mabadi’ al-khamsah yaitu
perlindungan terhadap agama, perlindungan terhalaepelamatan jiwa,
perlindungan terhadap keselamatan akal, perlindunigahadap keselamatan
keluarga dan keturunan, perlindungan terhadap &es¢an harta benda. Kelima
jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidugunia agar umat
manusia dapat hidup aman dan sejahtera.

Maslahah mursalalatauistislah memiliki karakteristik yang bersesuaian
dengan tujuan-tujuan syari’at Islam, dan tidakoghaing dengan sumber dalil yang
khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkeslahahtersebut, jika
maslahahdi dukung oleh sumber dalil yang khusus, maka a&suk ke dalam
giyas dalam arti umum. Dan jika terdapaghl khas(sumber dalil yang khusus)
yang bersifat membatalkan, makeslahahtersebut menjadi batal mengambil
maslahahdalam pengertian yang terakhir ini bertentangamgde tujuan-tujuan
syar'i.>?

Imam Malik yang menggunakan dafilaslahah mursalaimencetuskan
tiga syarat untuk menerapkan dalil ini, yaitu:

1. Adanya persesuaian antaraslahahyang dipandang sebagai sumber dalil
yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syarfa@tmagashid al--syari’ah
Dengan adanya persyaratan ini berantslahahtidak boleh menegaskan

sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengdih gizth’iy. Akan tetapi

L Abu Yasid,Op. Cit,him. 76
52 1bid, him 427
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harus sesuai dengamaslahakmaslahahyang memang ingin diwujudkan
oleh syar’l. misalnyamaslahahitu tidak asing meskipun tidak diperkuat
dengan adanya dalil khas.

2. Maslahah itu harus masuk akalrgtionable mempunyai sifat-sifat yang
sesuai dengan pemikiran yang rasional, artinyam&skahatan itu
berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat gghinidak meragukan
bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghiaaradharat®*

3. Penggunanan dalilmaslahah itu adalah dalam rangka menghilangkan
kesulitan (af'u haraj lazim). Dalam pengertian, seandainyeslahahyang
dapat diterima akal itu tidak di ambil niscaya nmsiauakan mengalami
kesulitan>® Allah berfirman:

(7 IOV AL ONEH N mRAIDPAIY s 4890
704080 I E F %020 Wwa I

Artinya: “Dan Dia Tidak Sekali-Kali Menjadikan Untukamu Dalam Agama
Sesuatu Kesempitan” (Qs. Al-hajj: 78)

Syarat-syarat di atas dapat mencegah penggunadresdalilmaslahah
mursalahtercabut dari akarnya (menyimpang dari essensieggdp mencegah
dari menjadikannashnash tunduk kepada hukum-hukum yang di pengaruhi
dengan hawa nafsu dan syahwat.

Konsep mashlahahdalam syari’at Islam dapat dikategorikan menurut
sudut pandang yang berbeda-beda
1. Ditilik dari segi penilaian syari (pembuat syatyaterhadap eksistensi

mashlahahdapat dibagi menjadi tiga bagian:

>3 |bid, him 427

* H. A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Figh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam daldienyelesaikan
Masalah-Masalah yang Prakfidakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007,289m.

5 H. A Djazuli dan Nurol AenQp. cit him 172



119

a. Mashlahah yang diakui keberadaanya oleh syaral-Mashlahah al-
Mu’'tabarah) seperti mashlahahyang terkandung dalam pensyariatan
hukum gishashbagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemedihara
jiwa manusia. Adanya hadd bagi pelaku pencuriak lai-laki maupun
perempuan sebagai pemeliharaan harta benda. Sebdtama’ juga
memasukkan produk hukum yang dihasilkan melalui ooeetgiyas
(analogi) ke dalam jenimashlahahini. Seperti terjadinya pengharaman
segala bentuk minuman yang memabukkan dengan ghlgiyaskan
pada minuman araktjami yang telah dnashkan keharamanya oleh Al-
Quran. Maka, muatamashlahahdalam pengharaman segala bentuk
minuman memabukkan dapat diketahui eksistensingh syara’ karena
adanya kadamashlahahyang sama dengan pelarangan jenis minuman
khamr, *°

b. Mashlahah yang keberadaannya tidak diakui syamaashlahah al
mulghal) jenis mashlahahini biasanya beradapan secara kontradiktif
dengan bunyinash baik berupa Al-Quran maupun hadits. Seperti
maslahah bagi seorang peminum khamr yang meragganrirdari
kesusahan dunia, maslahah bagi seorang pengedit kadisen dari
medan perang, maslahah bagi pemakan riba deng@ambahnya harta,

maslahah berupa kesembuhan dengan bunuh diri bag@rpyang sakit

% Moch. Tolchah Mansoer dan Noer Iskandar al-Bars&midah-Kaidah Hukum Islam
Bandung: Risalah, cet. 1, him. 125
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kronis dan sebagainya berupa maslahah individu géotak oleh syara’,
para ulama sepakat tidak sah menjadikan maslahaelagai landasan
dalam menetapkan hukuth.

c. Mashlahahyang didiamkan syara’a(-Mashlahah al-Mursalajy dalam
wujud tidak adanya pengakuan maupun pembatalamase&aplisit dari
wahyu seperti pengumpulan dan pembukuan Al-Qur'anjadi satu
mushhaf seperti pemenjaraan bagi pelaku tindak pidanagsbwyujud
pengejawantahan dari ketentuan hukuman pidana dalam, pengadaan
mata uang berikut sistem sirkulasinya dalam sebuekanisme pasar.
Contoh-contoh tersebut tidak ditemukan daleshajaran agama secara
tersurat, namun diakui keberadaannya okfard karena memiliki

implikasi cukup jelas untuk mengakomodir keshlahatan umat>®

2. Dari segireal power atau tingkat kekuatan yang dimilikinya, bentuk
mashlahalhterbagi menjadi tiga macam:
a. al-Mashlahah adh-Dharuriyyahyaitu mashlahahyang bila diabaikan dan
di vakumkan akan berakibat fatal bagi kehidupantumanusia, baik di
dunia maupun di akhiratal-Mashlahah adh-Dharuriyyahni terbagi
menjadi lima prinsip yaitu:

1) Perlindungan agamaifzh ad-dir)

" Baca lebih lanjut Abu Yasidslam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Geba
Agama Universa¥ogyakart; LKiS, 2004, him. 89-90
*%ibid , him. 90-91
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Perlindungan terhadap agama dalam Islam bisa daé&ntuk
aktif-ofensif {jabi), tetapi bisa pula dalam bentuk pasif-defensif
(salbi). Perlindungan secara pasif-defensif diwujudkalardabentuk
penegakan sendi-sendi agama secara maksimal, i segryangkut
prinsip-prinsip  keimanan kepada Allah dan hari geklgerta
penghambaan secara total kepada sang penciptaunsatalan ritual,
semisal shalat, puasa, membayar zakat, dan hajan§kan
perlindungan agama dalam bentuk aktif-ofensif dauhlihat,
misalnya; dalam anjuran jihad membela agama penibasaiiran-
aliran sesat, pelarangan perbuatan maksiat darrgpeme hukuman
bagi pelanggar ketentuan agama; seperti hukumaa, rinkuman
minum-minuman keras dan hukuman mencuri. Oleh leargun,
perlindungan agama ini sebenarnya meager pula jenis-jenis

perlindungan terhadap prinsip-prinsip dasar agaang yain.>

2) Perlindungan jiwak(ifzh an-nafy
Bentuk aktif-ofensif  perlindungan jiwa ini berupa
pendayagunaan sarana alam yang memang sengajaydikgikan
untuk kepentingan umat manusia sebagai khalifahahAluntuk
mengelolanya. Dari sarana alam ini manusia dapatgopayakan

infra struktur hidup berupa pangan, papan, dan aapdguna

%9 Abu Yasidop.cit, him 92
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melindungi hidupnya secara lebih detil, bentukipddngan ini dapat
dilihat dalam sistem pertanggung jawabaragu’liyyal) dalam Islam
seperti seorang bapak, misalnya melindungi dan rasarkan anak-
anaknya, sebagaimana seorang suami mempunyai tanggwab
memberikan nafkah kepada istrinya demi kelangsurnggunp rumah
tangga®

Di sisi lain, perlindungan jiwa dalam bentuk pas$fensif
dalam Islam dapat dilihat pada pelarangan menungmahiarah
sesamanya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu mdana
kepentingan roashlahah umum dalam keadaan terancam. Dalam
kondisi terdesak seperti ini, syari'at membolehkaerjadinya
pertumpahan darah demi menghalau merajalelanyahfitrAllah

S.W.T. berfirman:

IS OOXAOLM D00 Cra #HAMea €0
PR dtQM e I
Artinya: “Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuiia
Oleh karena tersebarnya fitnah itu dahsyat ketimgban
pembunuhan maka demi menghalau fithah, boleh meradgun cara
yang mempunyai risiko setingkat di bawahnya, ya&rtumpahan

darah lebih taktis lagi, bentuk perlindungan jivezara pasif-defensif

dapat dilihat, misalnya, pada pensyariatgishash diyat, serta

%0 |pid, him 92
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sejumlah bentuk hukuman pidana lain yang senggjeoykksikan

oleh syari’at untuk mencegah terjadinya pertumpataaah.
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3) Perlindungan akah{fzh al-aq)

Dalam anatomi manusia, akal merupakan komponen gaab
manusia dari jenis-jenis lainnya, seperti hewan &iaatang. Sebagai
anugerah paling mulia, akal dalam Islam diposisidalam martabat
yang sangat mulia dan strategis. Demi mengoptimafiagsi akal
dan nalar manusia, Islam secara aktif-ofensif malaggan upaya-
upaya pencerdasan kemampuan akal, misalnya, meiahggalian
ilmu untuk menemukan sebuah hakikat. Aktivitas metign ilmu
bagi akal tak ubahnya seperti mengasah sebuah pigau lebih
mampu menjalankan tugas secara baik dan sempuetalil®ya,
secara pasif-defensif, Islam mengutuk segala sesyahg bisa
mengakibatkan tersumbatnya fungsi akal, sepertifimonarkotik,
serta jenis-jenis minuman keras lainnya yang mekiau dan
mengganggu produktifitas kerja karena tidak bersimgp akal secara

baik dan optimal®*

4) Perlindungan keturunaihifzhan-Nas)
Bentuk aktif-ofensif perlindungan keturunan dalastain bisa
dilihat, misalnya, dalam pensyraiatan nikah. TujuEsasi anjuran
nikah tidak lain adalah demi melestarikan keturur@m menghindari

ketercemaran beruplesyubhatandan penentuan nasab tentu saja,

®1 |bid, him 93
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tujuan nikah bukan hanya untuk melestarikan kemmumeskipun hal

itu mungkin hal yang paling pokok. Namun, menuritGhazali

pernikahan juga memiliki tujuan-tujuan lain yangrdiat semi

komplementer yaitu:

a) Penyaluran nafsu biologis sehingga terhindar daamgkap
perbuatan mesum di luar pagar pernikahan.

b) Menciptakan suasana cinta kasih dan kelapanganp hiddam
wujud keluarga sakinah, keluarga yang bahagia emhtera

c) Pernikahan yang dilakukan diupayakan dapat memli&agk
suasana baru yang tidak monolog dan monoton dembpte/asi
daya kreativitas kerja

d) Terciptanya sebuah interaksi sosial suami-istriamhalrangka
melatih saling memenuhi hak dan kewajiban sertageaarkan

mereka menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Pelindungan harta bendaifghal-Mal)

Tidak dapat disangkal bahwa kebutuhan manusia hkaia
benda merupakan keniscayaan demi melangsungkarpnyaudi
dunia sebagai bekal kehidupan akhirat. Dalam QKahfi (18): 46
dinyatakan: “harta dan anak-anak adalah perhiashrdkpan dunia”.
Sebagai perhiasan hidup, harta benda sebenarnmg fisau bermata

dua: ia bisa berdimensi positif bila penggunaansgauai prinsip-
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prinsip keadilan, namun ia juga bisa berdimensiatiegoisa di-
tasharrufkansecara dzalim dan sewenang-wenang.

Dalam upayanya menghadirkan harta benda yang bisa
berdimensi positif, Islam mengajarkan etika bededsi dalam
praktek bermua’'mallah demi memperoleh keuntungaekaligus
mengutuk pendayagunaan harta benda secara dzahnseajahak,
seperti penimbunan harta benda yang dapat menghasidtam
sirkulasi secara seh®t; bermuamallah dengan riba yang dapat
menindas salah satu pih%k;permainan judi yang mengandung
spekulasi tinggf* serta praktek monopoli yang mengarah pada

kesenjangan antara si kayag havg dan si miskinthe have ngt

b. Al-Mashlahah al-Hajiyah. Yakni mashlahah yang dibutuhkan umat
manusia untuk menciptakan kelapangan dan mengkaéangesempitan
hidup. Bentukmashlahahini bila diabaikan maka akan berujung pada
kesukaran rfasyaggaj walau tidak sampai pada batas kerusakan

(Mafsadal). Sebagai contoh adalah shajasharbagi orang yang sedang

%2 ihat Qs at-taubah (9) 34-35.” Dan orang-oranggyarenyimpan emas dan perak dan tidak
menafkahkannya dijalan allah maka beritahukan l|apalla mereka (bahwa mereka akan
mendapatkan) siksa yang pedih. Pada dipanaskas damaperak itu dalam neraka jahanam lalu
dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung radtelau dikatakan kepada mereka ) inilah harta
benda kalian yang kalian simpan untuk diri senaiiaka rasakanlah sekarang (akibat dari ) apa yang
kalian lakukan itu.

8 Lihat Qs al-bagarah (2) 278: “ dan tinggalkanla&homu apa yang tersisa dari riba jika
kalian orang-orang yang beriman.”

® Lihat Qs al-Maidah (5):91:” sesunguhnya syaithankermaksud hendak menimbulkan
permusuhan dan kebencian di antara kalian di dgfaeminum) arak dan (bermain) judi dan ia
hendak menghalangi kalian dari mengingat Allah dambahyang maka tidakkah kalian berhenati
(dari perbuatan itu). “
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dalam perjalanan, tidak berpuasa bagi orang yat@ngesakit atau dalam

perjalanan, dan contoh-contoh keringanan agauikéghoh yang lain®®

c. Al-Mashlahahat-Tahisniyyah.yakni mashlahahyang dibutuhkan umat
manusia sebagai pelengkap agar dapat memberi kéenuddalam
melaksanakan aktivitas sehari-hari baik untuk lzeldh kepada Allah
SWT maupun untuk melakukan hubungan muamallah.dbogt adalah;
kebutuhan sarana transportasi laiknya mobil dan omotsarana
komunikasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhasimg-masing
seperti telephon, televisi, internet. Juga kebutulpalengkap lainnya

semisal kartu kredit, kartu ATM dan sebagainya.

3. Ditilik dari sudut ketercakupannymashlahahterbagi menjadi tiga bagian:

a. Mashlahahumum public interest berupa kepentingan umat manusia
secara keseluruhan yang mesti ditegakkan bersaeperts memelihara
benteng-benteng akidah, memelihara keutuhan Al&Qusebagai sumber
ajaran suci, dan pemeliharaan tempat-tempat ibadahtempat-tempat
suci. Termasuk juga dalam bingkaashlahahjenis ini adalah berbagai
transaksi yang mesti dilakukan oleh lembaga Negdarai kepentingan
umum, baik dalam level domestik, hubungan bilateralaupun

multilateral antara Negara;

% Abu Yasid,Op.Cit, him. 96
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b. Mashlahah yang berkaitan dengan mayoritas umat manusiajofity
interes) contoh darmashlahaljenis ini adalah keharusan mengganti rugi
bagi tenaga kerja yang berbuat kesalahan atauggglean, dalam sebuah
perusahaan, karena memperhatikashlahalpara pemilik saham beserta
elemen organik perusahaan lainnya secara kesetyruha

c. Mashlahahyang berhubungan dengan perorangan dan hanyai teajdal
peristiwva maupun keadaan tertenfriat interesj, sepertimashlahah
yang terkandung dalam upaya nfasakh (pembatalan dalam bentuk
perceraian) perkawinan istri yang ditinggal perynéa oleh sang suami

serta tidak diketahui kabar beritan§a.

4. Dilihat dari segi kelenturannya menghadapi perubaseman dan lingkungan
sosial,mashlahahterbagi menjadi dua macam:

a. Mashlahahyang berwatak konstan, tidak dapat berubah hamyank
perubahan zaman dan lingkungan sosial. Sepmdshlahah yang
terkandung dalam pengharaman berbuat dzalim, peshlann pencurian,
dan zina;

b. Mashlahahyang beradaptasi dengan perubahan zaman dan Higgku
sosial sepertmashlahahyang terdapat dalam hukum-hukum kebiasaan.
Menutup kepala bagi laki-laki atau makan di jalamum, misalnya

dianggap sebagai aib atau (tidakurah) oleh sebagian komunitas

% |pid , him. 97-98
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masyarakat di suatu tempat atau Negara tapi diaewign Negara lain,
hal itu bisa jadi dianggap sebagai sesuatu yangrvean tidak merusak
harga diri seseorang. Bahkan tidak jarang jenisipakyang oleh bangsa
tertentu di nilai mempunyai kadar seni cukup tinggamun dianggap
biasa atau bahkan bernilai rendah oleh bangsa Bagitu juga tradisi

pernikahan, disuatu masyarakat tertentu mungkirygrahan mas kawin
(mahay di lakukan seketika saat dilangsungkannya akkahnisementara

dalam masyarakat yang lain tidak demiki3n.

Kembali menyoal Perkara No0.408/Pdt.G/2006/PA.Smn kinha
menetapkan bahwa anak pemohon yang telah diakak tlhisa mendapat
hubungan nasab (hubungan keperdataan), karengamahon telah lahir di luar
hubungan pernikahan yang sah, hal tersebut sesumgjad Pasal 100 buku I
Hukum Perkawinan KHI menyatakan bahw&nak yang lahir di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengamydbdan keluarga
ibunya”.®®

Begitu juga di dalam Undang-undang Perkawinan Xehiin 1974 Pasal
43 disebutkan:

(1). “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya meumyai hubungan

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

(2). “Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atasasgitnya akan diatur
dalam Peraturan Pemerintah”.

67 Abu Yasid,op.cit him. 98-99
® Tim Penyusun Departemen Agama RI Direktorat Jend@mbinaan Kelembagaan Agama
Islam, Op.Cithim.48
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Menurut  penulis keputusan majelis hakim pada parkar
N0.408/Pdt.G/2006/PA.Smn semestinya tidak menasabftdak memiliki
hubungan keperdataan) anak pemohon dengan pemoidah sesuai dengan
regulasi yang berlaku.

Selanjutnya, berdasarkan teori-teaniaslahah mursalahsebagaimana
telah dipaparkan di atas, konsep rkaslahatan yang terdapat dalam Putusan
hakim terhadap perkara pengakuan anak luar nikaghatddigolongkan sebagai
berikut:

1. Mashlahah yang keberadaannya tidak diakui syamasblahah al mulghgh
jenis mashlahahini biasanya beradapan secara kontradiktif derigamyi

nashbaik berupa Al-Qur'an maupun hadgenasaban anak zina kepada ayah

biologisnya kontraproduktif dengan nasf&aé-? ,ALxU 3 JLAU 3333\), dalam

hadits tersebut menerangkan secara eksplisit pgianabagi penasaban anak
zina kepada ayah biologisnya

2. Di lihat dari segreal powernya,termasuk dalam kategai-Mashlahah adh-
Dharuriyyah, karena putusan terebut semata-mata bertujuan untuk
memberikan perlindungan secara aktif-ofensif teapajiwa anak lifzh an-
naf9 yang lahir di luar nikal’® Dengan alasan, jika kasih sayang, perawatan
dan pendidikan dari ayah dan ibunya tidak dapasdkan secara utuh oleh

anak tersebut akan menghambat atau bahkan bisasakeperkembangan

% bid, Wawancara dengan: Ibu Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H
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mental dan fisiknya, hal tersebut sangat disayamgkarena secara alamiah
(proses regenerasi) anak merupakan Asset bagi agamaNegara yang
nantinya akan menjadkhalifah fil ardh

Allah SWT. berfirman dalam Al-Quran surat at-Tamri ayat 6

sebagai berikut:

O AA Lo S & &er@i%k OO0
AH2E@O0O>HALOW BXMADL BXURCGEIEL @7
{6 2P 2o AHAEONEHr 2O O
Vo OGwe 3 corALECO0>A 0
o0& 7OMEH ¢ N R X6 JZRQrNPPat R NSRRI S |

o <KOXHONA QUEYN NIEZOHOMEIS
T2 4OCLOL] Lo €8 ALa - ¢QOOODE0
*)OVO+c RO a4 ¢QODHEHRED A0
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalairimu dan keluargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manwaa batu;
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dadak
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkafaNkepada
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintafika
Ayat tersebut isinya memerintahkan bagi para suweruk melindungi
diri dan keluarganya dari api neraka. Jika dikaitkiengan konteks perkara
pengakuan anak luar nikah pada pembahasan babi,\anak luar nikah
(anak zina) juga harus mendapat perlindungan dath ®diologisnya karena
ayat tersebut menyebut keluarga secara umum. Amak termasuk darah

daging dari ayah biologisnya, oleh karena itu amala juga tetap harus

mendapat perlindungan dan perawatan dari ayahnya.

OKhadim Al Haramain Asy Syarifain, Fahd Ibn Abdl Aziz Al Sa’ud,Al-Qur'an dan Terjemahnya,
loc.cit, him 951
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Kemudian jika dianalogikan dengan Pasal 41 Undamang
Perkawinan yang menerangkan bahwa meskipun telgditperceraian baik
ibu dan bapak tetap berkewajiban untuk memelihara mendidik anaknya
semata-mata untuk kepentingan anak. Dapat ditapktésa bahwa anak
akibat hubungan persetubuhan antara laki-laki depgaempuan yang telah
lahir, tetap akan menjadi anak keduanya dalam koragiapun, meski ada
atau tidaknya pernikahan. Sehingga dalam masyadikahal istilah bekas
istri atau suami akan tetapi tidak ada istilah kekaak. Oleh karenanya,
kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuamitiki kewajiban yang
setara untuk menjaga, merawat, memberi nafkah deambmsarkan anak
sampai ia telah dewasa.

. Dari sudut ketercakupannya, putusan tersebut tedmaslam kategori
mashlahahyang berhubungan dengan perorangan dan hanyaitpgad
peristiwva maupun keadaan terterjti(at interes}.

. Dari segi kelenturannyaputusan tersebut termasukiashlahah yang
beradaptasi dengan perubahan zaman dan lingkurugial. Karena dalam
perkara ini belum ada peraturan yang mengatur aeegyas sebelumnya,

sehingga dalam prosesnya hakim melakukan pengdaliknm berdasarkan
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kaidah figh d>> )l d>L.2l) = VKJ-\ (“Hukum itu mengikuti kemaslahat-

an yang ada”y*

Menurut penulis, kewajiban bagi pemohon untuk tetsmberikan
nafkah, merawat, membesarkan dengan rasa kasimgsaygpada anak
pemohon yang notebenenya luar nikah (anak zinag gejaras dengan apa
yang telah diamanatkan oleh UU No 23 tahun 2002gmbregulasi yang
mengatur Perlindungan anak, yang di dalamnya igrtul
(Pasal 6)

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamaryerpikir, dan

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dianyg dalam bimbingan
orang tua.”

Pasal 7
“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanfagsarkan, dan diasuh
oleh orang tuanya sendiri.”
Pasal 9
“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pgmnga dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasanegas dengan minat
dan bakatnya”

Dari semua uraian pada bab IV ini, benang meralg gapat ditarik
adalah putusan hakim pada Perkara No0.408/Pdt.GRBOSMN tentang
pengakuan anak merupakan produk hukum untuk mekaeperlindungan

terhadap anak di luar nikah (anak zina) dengan ceagimplementasikan

konsepmaslahah mursalghberdasarkan pemahaman yang proporsional akan

"M Wawancara dengan: Ibu Hj. Sri Murtinah, S.H., MHt#kim Pengadilan Agaman Sleman),
Hari Kamis, 5 Juli 2011, Pukul: 10.00 Wib, Di LanlaGedung PA Sleman
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nilai-nilai multidimensional ajaran agama Islamkst dengan persoalan-
persoalan yang terjadi pada masyarakat sekarangehiab pada umumnya,
teks ajaran agama yang berdimensi sosio-kultunaydanemberikan aturan
pokok secara garis besar sehingga untuk mengimplasikannya diperlukan
upaya kreatif dari para juris Islam sehingga tlilah akan terpantul nilai-
nilai eternal ajaran agama yang sesuai dengan tuntutan zasaih (likulli

zaman wa makgn



